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SIDOARJO - Dinas Ke- ” ODGI
penduduhndan?mx; Kalau tidak petugas 2024 dan 220 di
an Sipil (Dispendukcapil hi 2025. itu, hingga
Sidoarjo memastikan selu- lﬁ%mya kami l“d“’“lk"’“ ulang” o) hingga proses berhasil  April 2026 tercatat 76 ODG)
ruh masyarakat mempero- dilalaikan. "Kalau idakme- - telah direkam. Dispenduk-
o) ach ] Kepala Dspendukcvptl Sidoarjo
M 2 ndl-  atsatu ddak sc- ulang;” u)un_\yu. X 1ETIS, DEREERDRN.
]emputlx)humlkmelaﬂ" }hn,lmgm mnhu— lalu hasil-  Disp i I/hen)
m(e_ DPRD KABUPATEN SIDOARJO
gangguan jiwa (ODGJ)
doarjo Reddy Kusuma me-
ngatakan bahwa -
an perekaman mengacu la-
poran. Dalam praktiknya,
proses perekaman tidak se-
lalu berjalan cepat. Petugas
harus: kondisi
ODG]. Terutama saat kea-
daannya tidak stabil.
"Terkadang petugas harus
Untuk Perkuat menunggu satu sampai dua
Ekonomi Daerah I aguparlananbieadl
DPRD Kabupaten Sidoarjo ATEN smonmoﬁ
terus mendorong penguatan - . = LY
sektor Usaha Mikro, Kecil, dan ~
Menengah (UMKM) sebagai °
el Doku leknis R Lah
=L okumen Teknis Rampung, Lahan
bal Denganjumliah, usa-  bertahan, tetapi juga berkem-
e ey WG Fl Ged M lai Dibebaskan M
BRI M yover Ge angan u al ibebaskan el
kualitas  pola d: UMKM ‘ Pemkab Sudah pEMBERAzaN LMAN
dan saing, kini harus berorientasi pada  gggpAYA SAING: Car free menjadi i pelak
 Saatini sebaganbesar UMKM  dampak jangka Par;inn& Prd:- UMKM untuk menaworkan ;zuk ....,.u:’r‘."' iy Susunopenl‘)k %" jaheny
gram aerah di- = tumas 2038
miodengmsabiushaterbaas - minta tidak lagi sebatas pem “Banyak UMKM yangsangat ~ Senada dengan hal tersebut, Taeitng Design (DED) stan Anposren veno
kuat dalam produksi, namun 'RD Kal Rp 200 mitiar
serta pengembangan usaha lainkan harus lebih lemhn lemah di akses pasar. Inilah paten Sidoarjo Kusumo Adi naipembangunan fiyover (FO) Ada 157 bidang
yang belum merata mengaki- dan tepat sasaran. “Program yang menyebabkan stagnask” 3
ba sekaorini harus jelas hasilnya. Jangan i disap: Yok (ool sebetrn e fomaepasan fowus
sampai bantuan habis begitu  Gus Wawan tersebut. yakni permodalan dan perizi- pem! sz
Ketua DPRD Si- d bebanny nan. Damend L Kepala Dinas Pakzﬁm R
i d i tingnya adaptasi teknologi di- ~ bijakan yang lebih berpihak, Umum, Bina Marga dan metez Totallahan
pentingnyakeberianjutanusaha.  ka,” tegasnya. gital ot 3o Sumber Daya Alr (DPUBM- mencapai sekitar 157 bidang.
Diamenilai kapasitas i Disisilain, struktur ekonomi  nganyangdiberikanharusber-  biayaan formal hingga simpli- Makhmud menjelaskan bah- 160 jiwa. Pemkab telah me-
dan Aid, Yol liki " nlok jadi d. - nylapkan sekitar Rp 200 miliar
S ttimen e et T e T e
di i i kedal adalah tiga hambatan utama. sosia- ini. Proses pem-  timur jalan. akan < dua jalur dan
lalui kebijakan strategs. pelaku usaha kecil. Sekretaris - modem. “Pelatihan saja tidak Jika ini dipermudah, UMKM lisast. Seluruh warga yang bebasan tak sulit karena pada lahan untuk empat '“{“""E“W‘“ mastog-
“Jumlah UMKM kita sangat Komisi B DPRD Kabupaten cukup. Mereka harus benar-  kita akan memiliki daya saing akan Se- APBN. ke utara dan dua lajur ke se-
besar, semuanya i i ba- perti latan. Pem FO Ge-
bisa naik kelas' Fokus kita saat sistem pema- X ngunan fisik segera digarap,  pat ada perubahan desain - “Polsek Gedangan sudah Solusl Atasi dangan bisa menjadi solusi
ini adalah bagaimana mendo- UMKM terletak pada sektor ~ saran digital guna menjangkau numl (Incmh yang tangguh,” kata Dia optimis Flyover renca-
" dar hilir bih luas. lanjutnya. (ful/xav) o dl kat DI yah tersebut. (ful/hen)

RAZIA: Petugas gabungan Satpol PP dan Bea Cukai Sidoarjo saat menggelar operas! pemberantasan rokok ilegal di sejumiah witaysh.

Operasi Gabungan, Petugas Amankan
Ratusan Bungkus Rokok liegal

Maraknya peredaran rokok ilegal di Kabupaten
Sidoarjo mendorong aparat gabungan untuk ber-
gerak cepat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) bersama Bea Cukai menggelar sosialisasi
sekaligus operasi penindakan guna menjaga
penerimaan negara dari seklor cukai.

Suryanta visrianan Racer Seoan

ini dipimpin oleh

KEGIATAN
Kabid Gakda Satpol PP Sido-
arjo, Anas Ali Akbar, SSTP,
dengan melibatkan unsur
PP, Subdenpom, serta

Satpo!
Bea Cukai Sidoarjo.

Pit Kabid Tibum Satpol PP
Sidoarjo, R. Novianto Koesno
Adi Putro, menjelaskan bahwa

operasi ini merupakan upaya

//_\\

berkelanjutan untuk menekan
peredaran rokok ilegal sekali-
gus memberikan edukasi ke-
| pa ada masyarakat agar lebih

rsama tim gabu-
menggencarkan
asi dan penindakan
ap peredaran rokok

® Ke Halaman 10

null( Petalan 209 wssn Siapkan Penguatan Fasilitas pada 2021

KOTA-Upaya pembena-
han sistem pengelolaan sam-
pah di Kabupaten Sidoarjo
mulm dipercepat. Dinas

Hidup dan Ke-
bersihan (DLHK) setempat
tengah memetakan ratusan
Tempat Pengelolaan Sampah
Reduce, Reuse, Recycle (TPS-
3R) guna menentukan arah
Pengs ke depan.

Kepala DLHK Sidoarjo,
Arif Mulyono, mengungkap-
kan bahwa saat ini pihaknya
melakukan pendataan ter-
hadap 209 TPS3R yang ter-

sebar di berbagai wilayah.
“Kami memetakan lebih

dari 200 TP3R persama
tim,” wjarnya kepada Radsr
idoarjo, Rabu (29)4).
Menurut Arif, pemetdan
tersebut bertu)uan untuk

Hasil pemetaan ini akan
menjadi dasar dalam peny-
usunan kebijakan, terma-
suk pengajuan anggaran
pada tahun mendatang.
DLHK pun telah menyiap-

mengetahui kondis riil ope-
rasional TPS3R, baik yang . kan rencana penguatan
masih aktif maupup yang ti-  Sarana dan prasarana bagi
dak beroperasi. Selain itu, TPhSkaR yd:;rf masih membu-
TPS3R yang aktif juga akan tuhkan dukungan.
diklasifikasikan berdasar- “Padﬁ( 2027 kami akan ;l‘lxek
kan tingkat ki ngusulkan anggaran un
‘Kxﬁﬁncanemnfgz&yeng' kebutuhan seperti hanggar,

aktif dan tidak aktif. Lalu
yang aktif kami kelompok-
kan lagi, apakah maspk ka-
tegori sangat baik, sedang,
atau kurang,” jelasnya.

mesin pemilah, hingga
conveyor untuk pengangku-
tan. Semua akan kami aju-
kan dalam APBD 2027,
terangnya. (dik/vga)

DIPETAKAN: Wssndlslmdowgmpamwmn untuk pemifa-
han sampah,

l
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Raih Predikat
Kinerja Kabupaten
Tertinggi Se-Indonesia

SIDOARJO - Pemerintah

gakan itu tidak lepas dari si-

Kabupaten (Pemkab) Sidoar-  nergi serta kedisiplinan ting-
jokembali menorehkan pres- ~ gi dalam menjalankan seti-
tasi gemilang di kancah nasi- ap program kerja. Subandi
onal. hasil Eva- apresiasi

luasi Penyelenggaraan Pe-
merintahan Daerah (EPPD),
Sidoarjo dinobatkan sebagai
kabupaten dengan kinerja
tertinggi se-Indonesia de-
ngan perolehan skor 3,6389.
Capalan itu menjadi bukti
nyata konsistensi jajaran Pem-
kab Sidoarjo dalam memberi-

Bupati Sidoarjo Subundl
menegaskan bahwa peng-
hargaan tersebut merupa-
kan buah dari kerja kolektif
seluruh Organisasi Perang-
m Dlenh (OPD) Menu-

mendalam kepada seluruh
jajaran OPD atas kinerja

luar biasa yang telah ditun-

jukkan selama ini.

Kendati demikian, Suban-
di mengingatkan agar selu-
ruh jajaran tidak cepat ber-
puas diri. Dia menegaskan
pentingnya menjaga keper-
cayaan publik melalui la-
yanan yang cepat, mudah,
dan responsif terhadap se-
gala kebutuhan warga. Me-
nurutnya, keterbatasan ang-
garan tidak boleh menjadi
alasan bagi OPD untuk me-
nurunhn amndn hﬂlllu

AsrY prwAn
it pot

Setelah Kemensos
Tolak Dua Lokasi

osmian ann

r— Facaanan
st rakyst s hume 10.3 haktare.

Politeknik Kelautan dan
Perikanan Diusulkan Jadi SR

Sodatt yorg

Tk

e

dah mengiri

pemerin =
[ER/araan, TiRa

but. na s La-
h.n Vang ada memen
“Luasnya se-

Fitar 10,2 hekeare atau se-

Menurut dia, anggaran

Raih Pr
Kinerja K:
Tertinggi Se

SIDOARJO - Pemerintah

tah pusat untuk pemba-
ngunan fasilitas pendi-
dikan terpadu. Mulai dari

Jo kemball menorehkan pres-

st gemilang di kancah nast.
onal. Berd basil Eva-
luasi Penyelenggarsan Pe-

Daerah (EPPD),

§A sarana penunjang se-
perti lapangan dan fasili-
tas umum lainnya.

Lahan Merupakan
Aset

ngan Duvleh-n skor 3. 6389,
Capaian I bukad

Wildan menjelaskan
bahwa lahan tersebut di-
pilih juga karena secara
administrasi lahan me-
tupakan aset milik pem-
kab. Sehingga secara le-
#alitas aman untuk digu-
Makan. Meski begitu, ma-
%h ada persoalan yang

kab Sidoarlo dulam i3t
pelayanan  prim:

prima bagi

o iy =iy o

Bupatl Sidoarjo sm.-nm
bahwa

roebut, merupa:
Kerfa kolektif

UMSIDA dan Tjiwi Kimia Bahas Strategi 3H
norong Pengelnlaan lmgkungan Berkelanllllan

Upaya menghadapi

UMSID,

menghadirkan par prakti
‘akndemiss untuk me

has atrategs oy Im‘

Acara  cornebat fuga di-

Pimpinan Dacrah ‘Aisyiyah
(LLHPB PDA) Sidouryo, para
dosen penelits biduny fng
kungan, serta mal
 Disoitur Direktors Rises
yurakat
(DREVD CMSIDA. Foof St
Hermawan. meneguskan ba
perhatian penting yang ha.

kerja . salah s
nya molalui kegiatan Kulah
Kerja Nyata (KKN)!

Semontara itu. Public At
fuir & License Managor PT
Tyiwi Kimia Bony Haryawsn
semaparkan berbogay g

ra Dinas Li

serta antas
kungan Hidup dan

han Kabupaten 5i.
Soario dongan UMSIDA
Sejumlah narasumber

serta

aryowan,

Ketua Pusat Studi
Lingkungan dan Smart City  D:
(PSLSC) UMSIDA, Dr Syam-
sudduha Synhroris

‘Koaiatan yang diselong:

garakan oleh PSLSC UM:
ini juga meli

libatkan ber-
bagai pikak. Seperti Lom-
baga Lingkungan Hidup d

Penanggulangan Bencana

S1-

hingea OR. ynkm Reduce,
156, Rec luce, dan
Replant. wjornya. (dik/vin)

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo
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POTENSI BESAR:

UMKM di Sidoarjo

masih berada

di level mikro

dengan skala

usaha terbatas,

Masalah

akses pasar,

permodalan, serfa

pengembangan

usaha yang

belum merata

‘., mengakibatkan
pertumbuhan

Y ’ sektor Ini

cenderung
lambat.
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FOTO-FOTO DPRD KABUPATEN SIDOARJO UNTUX JAWA POS

Untuk Perkuat

DPRD Sidoarjo Dorong UMKM Naik Kelas

Ekonomi Daerah

DPRD Kabupaten Sidoarjo
terus mendorong penguatan
sektor Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) sebagai
pilar ekonomi kerakyatan di
tengah tantangan ekonomi glo-
bal Dengan jumlah pelaku usa-
ha yang mencapai 200 ribu
orang, potensi besar di "Kota
Delta’ inidinilai perlu diimbangi
dengan peningkatan kualitas
dan daya saing.

di Sidoarjo masih berada dilevel

serta pengembangan usaha
yang belum merata mengaki-
batkan pertumbuhan sektor ini
cenderung Jambat.

Ketua DPRD Kabupaten Si-
doarjo Abdillah Nasih menyoroti
pentingnyakeberlanjutanusaha
Diamenilai, kapasitas produksi
dan perluasan pasar menjadi
tantangan utama yang harus
segera dicarikan solusinya me-
lalui kebijakan strategis.

"Jumlah UMKM kita sangat
besar, tetapi belum semuanya
bisa 'naik kelas'. Fokus kita saat
ini adalah bagaimana mendo-
rong mereka agar tidak sekadar

bertahan, tetapi juga berkem-
bangsecara ignifikan," ujar Na-
sih, Senin (27/4).

Dia menambahkan bahwa
pola pemberdayaan UMKM
kini harus berorientasi pada
dampak jangka panjang. Pro-
gram pemerintah daerah di-
minta tidak lagi sebatas pem-
berian bantuan stimulan, me-
lainkan harus lebih terukur
dan tepat sasaran. "Program
harus jelas hasilnya. Jangan
sampai bantuan habis begitu
saja tanpa ada perubahan nya-
ta pada kapasitas usaha mere-
ka," tegasnya.

Disisi lain, struktur ekonomi
Sidoarjoyangmasih didominasi
industri besar menciptakanru-
angpersaingan yangketat bagi
pelaku usaha kecil. Sekretaris
Komisi B DPRD Kabupaten
Sidoarjo Sulamul Hadi Nurma-
wan menilai kelemahan utama
UMKM terletak pada sektor
hilir atau pemasaran.

Jawa Pos

BERDAYA SAING: Car free day menjadi ajang bagi para pelaku
UMKM untuk menawarkan produk unggulan.

"Banyak UMKM yang sangat
kuat dalam produksi, namun
lemah di akses pasar. Inilah
yang menyebabkan stagnasi,”
ungkap pria yangakrab disapa
Gus Wawan tersebut.

GusWawanmenekankanpen-
tingnya adaptasi teknologi di-
gital. Menurutnya, pendampi-
nganyangdiberikan harusber-
kelanjutan dan aplikatif agar
pelaku UMKM mampu masuk
ke dalam ekosistem pemasaran
modern. "Pelatihan saja tidak
cukup. Mereka harus benar-
benar didorong untuk mengim-
plementasikan sistem pema-
saran digital guna menjangkau
pasaryanglebihluas," lanjutnya.

Senada dengan hal tersebut,
anggota Komisi BDPRD Kabu-
paten Sidoarjo Kusumo Adi
Nugroho menyoroti hambatan
Klasik yang masihmembayangj,

- yakni permodalan dan perizi-

nan. Diamendesak adanyake-
bijakan yang lebih berpihak,
mulai kemudahan akses pem-
biayaan formal hingga simpli-
fikasi administrasi usaha.
"Modal, izin, dan akses pasar
adalah tiga hambatan utama.
Jika ini dipermudah, UMKM
kita akan memiliki daya saing
yangberkelanjutan dan mampu
menjadi motor penggerak eko-
nomi daerah yang tangguh,”
pungkas Kusumo. (ful/xav)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo




‘ Rekam E-KTP, Dlspendukcapll Jemput Bola ke Rumah ODG)

SIDOARJO - Dinas Ke- ”
Pensd_u?lu(lg_n dangskn‘m‘gi Kalau tidak memungkinkan
an Sip ispendukcap! . o5 =
fli::loarjo memastikan selu- Lﬁ;mbmjadwalkan lllang'
masyarakat pero-
leh layanan a d:rﬁi?xlsu- asi. Kepala Dispendukcapil Sidoarjo
Me "kataReddy Kondi- atsatu kunjungan tidak se-

l@ns:sem...lahxkan,
jemput bola untuk melakin-  sijtu, lanjutReddy, membu- lalu langsung menghasil-
kan perekaman KTP elek- /
tronik (e-KTP) denganmen-
datangirumah orangdengan
gangguan jiwa (ODGJ)
Kepala Dispendukcapil Si-
doarjo Reddy Kusuma me-
ngatakan bahwa pelaksana-
an perekaman mengacu la-
poran. Dalam praktiknya,
proses perekaman tidak se-
lalu berjalan cepat. Petugas
harusmenyesuaikan kondisi
ODG]J. Terutama saat kea-
daannya tidak stabil.
"Terkadang petugas harus
menunggu satu sampai dua
jam agar perekaman bisa di-

"ATEN SIDOARJO —I

Jawa

DPRD KABUPATEN SIDOARJO

kan perekaman. Bahkan da-
lambeberapakasus, petugas
harus datang duahinggatiga
kali hingga proses berhasil
dilakukan. "Kalau tidak me-
mungkinkan biasanya kami

- jadwalkan ulang;’ ujamya.

Dispendukcapil mencatat

perekaman terhadap2680DGJ
sepanjang 2024 dan 220 di
2025. Sementara itu, hingga
April 2026 tercatat 76 ODGJ
telah direkam. Dispenduk-
capil menargetkan angkape-
ICKaman 1€Ius Denamban.

(ful/hen)

POTENSI BESAR:
UMKM di Sidoarjo
masih berada

di level mikro
dengan skala
usaha terbatas.
Masalah

akses pasar,
permodalan, serta
pengembangan
usaha yang
belum merata
mengakibatkan
pertumbuhan
sektor ini
cenderung
lambat.




INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KONSISTENSI:
Bupati Sidoarjo
Subandi |
menerima
penghargaan
sebagai
kabupaten
dengan kinerja
tertinggi se-
Indonesia.

SIDOARJO - Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Sidoar-

tasi gemilang di kancah nasi-
onal. Berdasarkan hasil Eva-
luasi Penyelenggaraan Pe-

Sidoarjo dinobatkan sebagai
kabupaten dengan kinerja
tertinggi se-Indonesia de-
ngan perolehan skor 3,6389.
Capaian itu menjadi bukti
nyata konsistensi jajaran Pem-
kab Sidoarjo dalam memberi-
kan pelayanan prima bagi
masyarakat Kota Delta.

menegaskan bahwa peng-

kan buah dari kerja kolektif
seluruh Organisasi Perang-
kat Daerah (OPD). Menu-
rutnya, capaian membang-

Jawa Pos

jo kembali menorehkan pres- -

merintahan Daerah (EPPD),

Bupati Sidoarjo Subandi

hargaan tersebut merupa-

T —eiiv~ KOMINFO KABUPATEN SIDOARJOD -

KOMINFO KABUPATEN SIDOARJO UNTUK JAWA POS

Raih Predikat
Kinerja Kabupaten
Tertinggi Se-Indonesia

gakan itu tidak lepas dari si-
nergi serta kedisiplinan ting-
gi dalam menjalankan seti-
ap program kerja. Subandi
menyampaikan apresiasi
mendalam kepada seluruh
jajaran OPD atas kinerja
luar biasa yang telah ditun-
jukkan selama ini.

Kendati demikian, Suban-
di mengingatkan agar selu-
ruh jajaran tidak cepat ber-
puas diri. Dia menegaskan

‘pentingnya menjaga keper-

cayaan publik melalui la-
yanan yang cepat, mudabh,
dan responsif terhadap se-
gala kebutuhan warga. Me-
nurutnya, keterbatasan ang-
garan tidak boleh menjadi
alasan bagi OPD untuk me-
nurunkan standar kualitas
pelayanan. (ful/xav)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo




ASEY PEMKAR
diusullenn jod] sekolah rakyst

Ll
#f yang
' Kotautan dan Perivanen di Seda
o mermifid luns 10,2 hektare,

Politeknik Kelautan dan
Perikanan Diusulkan Jadi SR

belum tuntas. Yaknl po-
liteknik harus direlokasi
terlebih dahulu.

Setelah Kemensos
Tolak Dua Lokasi

SIDOARJO - Pemkab Si-
doarjo resmi mengusul-
kan Politeknik Kelautan
dan Perikanan (PKP) di
Sedati jadi sekolah rakyat
(SR). Usulan itu disampai-
kan setelah dua lokasi di
Sukodono dan Tulangan
ditolak Kemensos.

Kepala Bidang Pember-
dayaan Sosial Dinsos Si-
doarjo M. Wildan menga-
takan bahwa pemkab su-
dah mengirim surat ke
pemerintah pusat Senin
(27/4) lalu. Lokasi terse-
but dipilih karenaluasla-
han yang ada memenuhi
persyaratan. “Luasnya se-
kitar 10,2 hektare atau se-
suai syarat di atas lima
hektare,” kata Wildan ke-
marin (29/4).

Menurut dia, anggaran
bakal disiapkan pemerin-
tah pusat untuk pemba-
ngunan fasilitas pendi-
dikan terpadu. Mulai dari
ruangbelajar, asrama, hing-
ga sarana penunjang se-
perti lapangan dan fasili-
tas umum lainnya.

Lahan Merupakan
Aset Pemkab

Wildan menjelaskan
bahwa lahan tersebut di-
pilih juga karena secara
administrasi lahan me-
rupakan aset milik pem-
kab, Sehingga secara le-
galitas aman untuk digu-
I{Hkan. Meski begitu, ma-
$ih ada persoalan yang

Jawa Pos

"Skema pemindahtm be-

lurn tahu. Yangjelas, Jami
telah mengirimkan surat
kepemerintah pusat,” tarm-
bahnya. (ful/ hen)

"4

KOMINFO KABUPA

KONSISTENSI:
Bupati Sidoarjo
Subandi
menerima
penghargaan
sebagai
. kabupaten -
dengan kinerja & « %
tertinggi se- et &
Indonesia. §

Raih Pr
Kinerja K
Tertinggi Se

SIDOARJO - Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Sidoar-
jo kembali menorehkan pres-
tasi gemilang di kancah nasi-
onal. Berdasarkan hasil Eva-
luasi Penyelenggaraan Pe-
merintahan Daerah (EPPD),
Sidoarjo dinobatkan sebagai
kabupaten dengan kinerja
tertinggi se-Indonesia de-
ngan perolehan skor 3,6389.
Capaian itu menjadi bukti
nyata konsistensi jajaran Pem-
kab Sidoarjo dalam memberi-
kan pelayanan prima bagi
masyarakat Kota Delta,

Bupati Sidoarjo Subandi
menegaskan bahwa peng-
hargaan tersebut merupa-

kan buah dari kerja kolektif
seluruh Organisasi Perang-
kat Daerah (OPD). Menu-
rutnya, capaian membang-
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Pemkab Sudah
Susun Penlok

SIDOARJO - Detail Engi-
neering Design (DED) atau
dokumen perencanaan teknis
dari pemerintah pusatmenge-
naipembangunanflyover (FO)
Gedanganrampung. Pemkab
mulai menyusun penetapan
lokasi (penlok) sebelum me-
lakukan pembebasan lahan

dimulaiMei

Kepala Dinas Pekerjaan
Umum, Bina Marga dan
Sumber Daya Air (DPUBM-
SDA) Sidoarjo Muhammad
Makhmudmenjelaskanbah-
wa penlok jadi dasar pem-
bebasan lahan. Setelah do-
kumen selesai, pemkab akan
langsung melakukan sosia-
lisasi. Seluruh warga yang
terdampak pembangunan

ngunan fisik segera digarap.
Targetkonstruksimulai2027,’
kata Makhmud. Dia optimis
pengadaanlahanbisa selesai

Jawa

ALFIAN RIZAL/JAWA POS

SEMRAWUT: Pembangunan flyover diharapkan mengurai kemacetan di perempatan Gedangan.

akhir tahun ini. Proses pem-
bebasan tak sulit karena se-
bagian bangunan terdampak
merupakanaset pemerintah.

Menurut Makhmud, sem-
pat ada perubahan desain
rencana pembangunan FO
Gedangan. Pembangunan
akan difokuskan pada disisi

Pos

timur jalan. Sehingga akan
berdampak pada sejumlah
bangunan yangmerupakan
pelayanan masyarakat. Se-
perti Mapolsek Gedangan.
"Polsek Gedangan sudah
pastiterdampak. Namunlo-
kasibarubelum ditentukan,’
kataMakhmud. Diamenga-

takan bahwa pemkabhanya
menyiapkan lahan untuk
pembangunan. Untukkon-
truksi nantinya pakai APBN.

Solusi Atasi

Kemacetan
Flyover Gedangan renca-
nanyamemiliki panjang 475

‘Dokumen Teknis Rampung, Lahan
Flyover Gedangan Mulai lbkan Mei

F_/‘&""T
“‘ .

PEMBEBASAN LAHAN
FO GEDANGAN

Pembebasan lahan
ditargetkan
tuntas 2026

Anggaran yang
disiapkan
Rp 200 miliar

Ada 157 bidang
yang berpotensi
terdampak

Pembebasan fokus
di sisi timur jalan

Sumber: Pemkat Sidoarjo
meter. Totallahan terdampak
mencapai sekitar 157 bidang
denganjumlahwarga sekitar
160 jiwa. Pemkab telah me-
nyiapkan sekitar Rp200miliar
untuk pembebasan lahan.

Nantinya, jalan layang ini
akan memiliki dua jalur dan
empatlajur dengan masing-
masing dua lajur mengarah
ke utara dan dua lajur ke se-
latan. Pembangunan FO Ge-
dangan bisa menjadi solusi
permanen untuk mengatasi
kepadatan lalulintas diwila-
yah tersebut. (ful/hen)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo




% Dewan Soroti Proyek
FR Tahun 2025

Target 700 Meter, Realisasi 10 Meter

Sidoarjo, HARIAN BANGSA
Pelaksanaan proyek Frontage Road (FR) pada tahun
2025 disoroti DPRD Sidoarjo. Sebab progres pembangunan

FR tahun 2025 ternyata lebih rendah jika dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya.

alam_ dokumen Laporan Keterangan Pertanggujawaban
(LKPj) Bupati Sidoarjo tahun anggaran 2025 disebut to-

tal pembangunan FR sejak 2021 hingga 2025 mencapai
sekitar 7.778,9 meter.

Terinci pada tahun 2021 sepanjang 1.290 meter, sepanjang
3.003,9 meter di tahun 2022, sepanjang 1.093 meter di tahun
2023 dan sepanjang 2.391 meter pada tahun 2024 lalu.

Namun, memasuki tahun 2025 lalu, Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo hanya
mampu merealisasikan pembangunan FR sepanjang 10 meter
dari target 700 meter.

" Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat menyatakan,
capaian pembangunan FR pada tahun 2025 lalu sangat mem-
prihatinkan dan jauh dari ekspektasi.

«Kkalau melihat trend sebelumnya, capaian bisa ribuan meter
pertahun. Tapidi tahun 2025, hanya 10 meter saja. Ini jelas ada
yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tandasnya kepada
wartawan, kemarin. -

politikus PDIP ini pun meminta Dinas PUBMSDA Sido-
arjo segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari
tahap perencanaarn, penganggaran hingga pelaksanaan
dilapangan. Ia juga meminta adanya transparansi terkait
kendala yang menyebabkan target 700 meter tidak tercapai
di tahun 2025 lalu.

Choirul Hidayat menegaskan, pembangunan FR memiliki peran
strategis dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas di Kabu-
paten Sidoarjo, terutama di kawasan tersebut yang dikenal padat
kendaraan. Jika tidak segera diselesaikan, potensi kemacetan akan
terus menjadi persoalan yang berlarut-larut. (sta/rus)

HARIAN

BANGSA

= Kornan Wargs alm ——
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Dewan Pengawas Minta Layanan Inovasi RSUD RT Notopuro Sidoarjo Tidak Berhenti

Pelayanan prima harus terus dilakukan dan ditingkatkan oleh RSUD
RT Notopuro Sidoarjo. Tidak hanya membangun fasilitas gedung yang
megah saja, tetapi pelayanan juga harus bisa terus memuaskan
masyarakat. Demikian pesan salah satu Dewan Pengawas RSUD
Notopuro Sidoarjo, Kepala Bappeda Sidoarjo, M.Ainur Rahman AP Msi,
Rabu ( 29/4) kemarin, saat ikut dalam kegiatan forum konsultasi publik
(FKP) yang digelar di Ballroom Nusantara, RSUD Notopuro, Sidoarjo.

Ainur mengatakan, harus diakui,
saat ini masyarakat Sidoarjo harus
bangga telah mempunyai RSUD
Tipe A, yang pelayanan nya repre-
sentatif baik di tingkat Provinsi
Jawa Timur maupun di Indonesia.
"Tetapi pelayanan yang baik tidak
berhenti begitu saja, tetapi terus
berjalan, untuk bisa menuju pel-
ayanan yang baik harus ada

kolaborasi, pemerintah dan
masyarakat,” komentar mantan
Asisiten Tata Pemerintahan dan
Kesra Pemkab Sidoarjo itu, saat
memberikan sambutan, dalam FKP

MARIAMN
-

hirawa

e Padur W et
—_—

Temui Menteri Kebu
Revitalisasi War

SINERGIS: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana (
RI2019-2024, Rahmat Muhajirin (kiri), menemui Menteri Kebudayaan Fydli Zon di Jakarta, Senin (27/4).

% RADAR

yang punya fokus untuk strategi
pengembangan layanan rumah sa-
kit dan penguatan layanan kese-
hatan Terpadu tersebut.

Kegiatan FKP sangat dibutuhkan
untuk bisa tahu saran dan kritik dari
masyarakat dan pasien serta pihak
lain. Dengan saran dan kritik,
RSUD Notopuro Sidoarjo akan bisa
berbenah diri atas kekurangan pe-
layanan yang ada. Salah satu ma-
sukkan atau kritikan terbanyak dari
masyarakat pada tahun 2025 lalu,
kata Ainur Rahman, adalah layan-
an antrian pada klinik . Dibanding

dengan yang ada, kritikan atas
layanan ini nilainya 59 persen.
"Ini menjadi tantangan kita bersa-
ma sama, agar komplain ini secara
bertahab bisa kita kurangi," kata
Ainur, memberikan pesan.
Masukan dari Kepala BPKAD
Kabupaten Sidoarjo, Khusnul In-
ayah SE, salah satu dewan pen-
gawas RSUD Notopuro Sidoarjo,
pihak manajemen RSUD No-
topuro Sidoarjo, agar bisa mem-
bangun layanan komunikasi
yang baik dengan masyarakat.
Para petugas harus memberikan
layanan secara bermartabat kepa-
da pasien dan keluarga pasien.
Dengan komunikasi yang enak,
dimungkinkan bisa berpengaruh
pada Kesembuhan para pasien.
Dirut RSUD Notopuro Sidoarjo,
dr Atok Irawan SpP Mkes, menang-
gapi kalau kegiatan FKP tersebut
memang sangat penting untuk pen-
ingkatan pelayanan. Karena itu,

kegiatan FKP setiap tahun selalu
digelar. "Kegiatan FKP ini merupa-
kan wadah, saran bagj kami untuk
berbenah memperbaiki kekuran-
gan. Maka setiap tahun selalu kita
adakan,” ujarnya.

Hadir dalam acara FKP ini di-
antaranya anggota Dewan penga-
was RSUD Notopuro, para Wadir,
anggota manajemen, perangkat
daerah terkait, unsur masyarakat
, akademisi dan media. Selama
dirinya memimpin di manajemen
rsud notopuro Sidoarjo, pemban-
gunan layanan infrastruktur sara-
na hampir selesai. Meski demiki-
an layanan eksternal dan internal
harus terus bergerak untuk dit-
ingkatkan. "Layanan eksternal
yang baru saja kami lakukan ad-
alah, membangun kamar operasi
jantung by pass," ujarnya.

Wadir pelayanan RSUD No-
topuro Sidoarjo , dr Prima Dessy
Kusuma Rakhmawati, M.Kes,

mengatakan petugas layanan kese-

hatan yang ada di Rsud Notopuro
ada sebanyak 2.050 orang, yang
tersebar pada 36 layanan klinik
kesehatan dan 700 tempat tidur
untuk pasien. "Rsud Notopuro Si-
doarjo menjadi rs tipe A pada
tahun 2023 lalu," ujarnya.
' 5

Dirut RSUD Notopuro Sidoarjo, dr Atok Irawan,

dalam acara FKP tahun 2026.

e aikusBhrva
didampingi para Wadir, dan Dewan Pengawas,

Tantangan manajemen kedepan
adalah, selain membangun sarana
prasarana fisik. yang tidak kalah
pentingnya adalah juga memban-
gun sistem layanan. Agar pelayan-
an kepada masyarakat, bisa cepat
dan memuaskan bagi pasien dan
keluarga pasien.[kus.ca]

‘dua dari kiri) bersama suami yang menjadi anggota DPR

KOTA-Wakil Bupati.

Sidoarjo Mimik Idayana
bersama suami yang men-
jadi anggota DPR RI
2019-2024, Rahmat Muy-
hajirin, menemui Menteri
Kebudayaan RI Fadli Zon
di Jakarta, Senin (27/4).
Pertemuan tersebut
membahas upaya pelesta-
rian dan pengembangan
budaya lokal Sidoarjo
yang berakar dari sejarah
Kerajaan Jenggala.
Dalam pertemuan itu,
Wabup Mimik menegas-
kan pentingnya menghi-
dupkan kembali nilai-ni-
lai budaya Jenggala seba-

gai bagian dari identitas
Sidoarjo. Ia menjelaskan,
Kerajaan Jenggala memi-
liki peran penting dalam
sejarah berdirinya wila-
yah tersebut.

“Kerajaan Jenggala didi-
rikan oleh Raja Airlangga
pada tahun 1042 M untuk
menghindari perang sau-
dara. Wilayah kekuasaan
dibagi dengan Panjalu agar
tidak terjadi perebutan tah-
ta. Sidoarjo ini cikal bakal-
nya dari situ,” jelasnya.

Menurut Mimik, seman-
gat berbagi kekuasaan
yvang diwariskan dari
sejarah Jenggala masih

relevan dengan tata kelola
pemerintahan saat ini. Ia
menyinggung pentingnya
kolaborasi dan pembagian
peran dalam menjalankan
pemerintahan.

“Sesuai Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ten-
tang Pemerintahan Dae-
rah dan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 ten-
tang Administrasi Peme-
rintahan, prinsipnya ada-
lah berbagi peran.

Saya ingin menghenti-
kan ‘hawa panas’ di Pen-
dopo. Jangan ada konflik,
tetapi bagaimana berbagi

kewenangan untuk kepen-

ecenan: R 5.000

tayaan, Wabup
ISan Jengyala

fingan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Rahmat
Muhajirin menambahkan
bahwa budaya dan keari-
fan lokal Jenggala perlu
kembali diangkat agar
lebih dikenal luas. Men-
urutnya, Sidoarjo memiliki
kekayaan tradisi yang
beragam dan potensial
untuk dikembangkan.
“Kita ingin budaya Sido-
arjo tidak hanya hidup, te-
tapi juga berkembang dan
dikenal luas. Mulai dari
kesenian jaranan, wayang,
tradisi pesisir, hingga
nilai-nilai yang
© Ke Halaman 10

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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diwari: dari Putri Jenggolo,” lan fisiknya terbatas, nama “Jenggolo” kan sinergi antara pemerintah pusat tanya. < npu s ki .‘- i: ::;: 2
o ——— T i e e by S T
i'&SIDUARJO.ID
! Disperindag Imbau UMKM /
Beralih ke K g Alternatif
KOTA-Lonjakan O
harga plastik yang ma-
sth terjadi hingga April
2026 mulai menekan Semu.a berasal
pelaku usaha, teruta- dari pusat,
ma pedagang kecil dan termasuk
UMKM. Menyikapi bahan baku,
kondisi ini, Dinas Per- regulasi, hingga
industrian dan Perda- intervensinya,”
gangan (Disperindag) '
Kabupaten Sidolari-ijo e s
T T T ey Kabid Perdagangan
usaha untuk beralih ke :
kemasan alternatif
yang lebih ekonomis bahan baku impor.
dan ramah lingkungan. “Semua berasal dari
Plt Kepala Disperin-  pusat, termasuk bahan
dag_ Sidoarjo, Happy baku, regulasi, hingga
Setianingtyas melalui intervensinya,” ujar
Kabid Pg;dagangé}n K. Arya kepada Radar Si-
Arya Wijojok, menjelas-  doarjo, Rabu (29/4).
kan bahwa kenaikan Ia menambahkan, ba-
harga plastik dipenga- han baku plastik yang
ruhi faktor global, khu-  berasal dari turunan
susnya ketergantungan ® Ke Halaman 10
| * 2 |

Diperbanyak oleh Subgg?;

FKAN: NR. 24_(du

crsidangan,

ik didampingi petugas S
1sala rcllagnlelnl)lm'ag Sgkretarlat DPRD Sidoarjo
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minyak bumi membuat harganya
sangat sensitif terhadap kondisi geopoli-
tik dunia, termasuk konflik di Timur
Tengah. “Dampaknya dari situ. Bahan
bakunya dari nafta, turunan minyak
bumi, sehingga konflik global ikut me-
mengaruhi harga,” jelasnya.
Menurut Arya, pemerintah daerah
/tidak memiliki kewenangan untuk

mengendalikan harga plastik. Meski
begitu, Disperindag berupaya mem-
bantu pelaku usaha dengan memper-
pendek rantai distribusi. “Upaya kami
adalah mendekatkan distributor
dengan pelaku usaha agar mata rantai
distribusi bisa dipangkas,” katanya.
Selain itu, pelaku usaha juga dido-
rong untuk mulai beradaptasi dengan
beralih ke kemasan non-plastik, se-
perti kertas atau kaca. “Sarannya,

plastik bisa diganti dengan bahan ker-
tas atau kaca. Misalnya botol plastik
diganti botol kaca, atau minuman
disajikan menggunakan gelas yang
bisa dicuci ulang,” ujarnya.
Disperindag juga mendorong
pelaku UMKM untuk melakukan efi-
siensi penggunaan plastik, seperti
menyesuaikan ukuran kemasan, me-
ngurangi bahan berlebih, hingga me-
nerapkan sistem penggunaan ‘ulang

(reuse) dan isi ulang (refill) sebagai

- solusi jangka panjang.

. Makiba:ga meningkat, Arya memasti-
kan kondisi pasar di Sidoarjo masth relatif
stab.il dan belum ditemukan praktik

P ada p
‘Pengecer masih banyak dan kondisi pasar
tidak terlalu bergejolak,” ungkapnya.
Tajuga menyebutkan bahwa stok ba-
han baku plastik secara nasional dip-
erkirakan masih aman dalam waktu

dekat. “Informasi dari pusat, bahan
aku masih bertahan sekitar dua bu-
lan,” tambahnya.
Disperindag berharap pelaku usaha
tetap kreatif dan adaptif dalam meng-
hadapi kenaikan harga ini, tanpa
Narus] hHebani }
dengan kenaikan harga jual.
“Tidak harus langsung menaikkan
harga, bisa dilakukan efisiensi di sisi
lain,” pungkasnya. (dik/vga)

?"'53 SIDOARJO.ID

v/

g
-

Maraknya peredaran rokok ilegal di Kabupaten
Sidoarjo mendorong aparat gabungan untuk ber-
gerak cepat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) bersama Bea Cukai menggelar sosialisasi
sekaligus operasi penindakan guna menjaga
penerimaan negara dari sektor cukai.

Suryanto, Wartawan Radar Sidoarjo

RADAR

AEF SIDOARJO.ID

RAZIA: Petugas gabungan Satpol PP dan Bea Cukai Sidoarjo saat menggelar operasi pemberantasan rokok ilegal di sejumlah wilayah,

Operasi Gabungan, Petugas Amankan
atusan Bunglkus Rolkolk liegal

KEGIATAN ini dipimpin oleh
Kabid Gakda Satpol PP Sido- —
arjo, Anas Ali Akbar, SSTP, >
dengan melibatkan unsur
Satpol PP, Subdenpom, serta
Bea Cukai Sidoarjo.

Plt Kabid Tibum Satpol PP
Sidearjo, R. Novianto Koesno
Adi Putro, menjelaskan bahwa
operasi ini merupakan upaya

berkelanjutan untuk menekan

<J

peredaran rokok ilegal sekali-
gus memberikan edukasi ke-
pada masyarakat agar lebih
taat aturan.
“Kami bersama tim gabu-
ngan terus menggencarkan
sosialisasi dan penindakan
terhadap peredaran rokok

® Ke Halaman 10

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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Operasi Gabungan,...

ilegal di wilayah Sidoarjo. Kegiat-
an ini tidak hanya berfokus pada pe-
negakan hukum, tetapi juga edukasi
kepada masyarakat agar tidak mem-
perjualbelikan rokok tanpa cukai ka-
rena merugikan negara,” ujarnya,

Rabu (29/4).

Dalam apel persiapan, seluruh petu-
gas diarahkan untuk bekerja sesuai
standar operasional prosedur (SOP),
bersikap tegas namun tetap mengede-
pankan pendekatan humanis. Untuk
meningkatkan efektivitas, operasi di-
bagi menjadi dua tim yang menyasar

sejumlah wilayah.

Selain penindakan, petugas juga me-
lakukan sosialisasi langsung dengan
menempelkan stiker “Gempur Rokok
Tlegal” di toko-toko kelontong sebagai
bentuk edukasi kepada masyarakat.

Usai apel, tim bergerak menuju
wilayah Buduran dan Sedati. Di Desa

Prasung, petugas berhasil mengaman-
kan 90 bungkus rokok ilegal dari

penjual rumahan.

Penindakan kemudian berlanjut di
Desa Damarsi dengan temuan seba-
nyak 206 bungkus rokok ilegal. Se-
mentara di Desa Kwangsan, petugas
kembali mengamankan 267 bungkus

rokok tanpa pita cukai.

“Kami mengimbau masyarakat
dan pelaku usaha untuk lebih sadar
hukum. Jika ditemukan pelang-
garan, akan kami tindak sesual
aturan, namun tetap mengedepan-

kan pendekatan humanis,” tambah

Novianto. (sur/vga)

¢ RADAR

A

UNSIDA dan Tjiwi Kimia Bahas Strategi 3,
Dorong Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan

ARING SESSION

KOTA-Upaya menghadapi
tantangan pengelolaan ling-
kungan terus diperkuat mel-
alui kolaborasi lintas sektor.
PT Pabrik Kertas Tjiwi Ki-
mia Thk bersama Universi-
tas Muhammadiyah Sidoarjo
(UMSIDA) menggelar sha-
ring session bertajuk Pene-
rapan 3R (Reduce, Reuse,
Recycle): Strategi Mengha-
dapi Tantangan Pengelolaan
Lingkungan, Senin (27/4).

Kegiatan yang berlangsung
di Mini Theater Lantai 5 GKB
2 Kampus 1 UMSIDA ini
menghadirkan para praktisi
dan akademisi untuk memba-
has strategi pengelolaan ling-
kungan berbasis prinsip 3R.

Acara tersebut juga di-
rangkaikan dengan penan-
datanganan nota kesepaha-
man (MoU) dan perjanjian
kerja sama (MoA) antara
Tjiwi Kimia dan UMSIDA,
serta antara Dinas Ling-
kungan Hidup dan Kebersi-

- han (DLHK) Kabupaten Si-
doarjo dengan UMSIDA.

Sejumlah narasumber

rhu.

©, RADAR

Tjiwi Kimia dan UMSIDA.

hadir dalam kegiatan ini, di
antaranya Plt Kepala DLHK
Sidoarjo Arif Mulyono, Public
Affair & License Manager PT
Tjiwi Kimia Beny Haryawan,

KOLABORAS!: Rangkalah penandatanganan nota kesepa

)

serta Ketua Pusat Studi
Lingkungan dan Smart City
(PSLSC) UMSIDA, Dr Syam-
.sudduha Syahrorini. \

Kegiatan yang diseleng-

haman (MoU) dan perjanjlan

W\ xy

kerja sama (MoA) antara

garakan oleh PSLSC UMSI-
DA ini juga melibatkan ber-
bagai pihak. Seperti Lem-
baga Lingkungan Hidup dan
Penanggulangan Bencana

Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah
(LLHPB PDA) Sidoarjo, para
dosen peneliti bidang ling-
kungan, serta mahasiswa,
Direktur Direktorat Riset
dan Pengabdian Masyarakat
(DRPM) UMSIDA, Prof Sigit
Hermawan, menegaskan ba-
hwa isu lingkungan menjadi
perhatian penting yang ha.
rus terus dikaji, khususnya
di wilayah perkotaan.
“Di UMSIDA, kepedulian
terhadap lingkungan telah
menjadi bagian dari program
kerja mahasiswa, salah saty.
nya melalui kegiatan Kuliah
Kerja Nyata (KKNN),” ujarnya,
Sementara itu, Public Af.
fair & License Manager PT
Tjiwi Kimia Beny Haryawan
memaparkan berbagai lang.
kah konkret yang telah dite-
rapkan perusahaan dalam
pengelolaan lingkungan.
“Tidak hanya menerapkan
konsep 3R, perusahaan juga
mengembangkan program
hingga 5R, yakni Reduce,
Reuse, Recycle, Replace, dan
Replant,”wjarnya. (dik/vga)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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KOTA-Upaya pembena-
han sistem pengelolaan sam-

mulai dipercepat. Dinas
Lingkungan Hidup dan Ke-
bersihan (DLHK) setempat
tengah memetakan ratusan
Tempat Pengelolaan Sampah
Reduce, Reuse, Recycle (TPS-
3R) guna menentukan arah
pengembangan ke depan.

_ Kepala DLHK Sidoarjo,
Arif Mulyono, mengungkap-
kan bahwa saat ini pihaknya
melakukan pendataan ter-
hadap 209 TPS3R yang ter-
sebar di berbagai wilayah.
“Kami memetakan lebih

% RADAR

' DLHK Petakan 20

pah di Kabupaten Sidoarjo -

U

dari 200 TPS3R bersama
tim,” ujarnya kepada Radar
Sidoarjo, Rabu (29/4).
Menurut Arif, pemetdan
tersebut bertujuan untuk

mengetahui kondisi riil ope-’
rasional TPS3R, baik yang .

masih aktif maupun yang ti-
dak beroperasi. Selain itu,
TPS3R yang aktif juga akan
diklasifikasikan berdasar-
kan tingkat kinerjanya.

“Kami data mana yang
aktif dan tidak aktif. Lalu
yang aktif kami kelompok-
kan lagi, apakah maspk ka-
tegori sangat baik, sedang,
atau kurang,” jelasnya.

Hasil pemetaan ini akan
menjadi dasar dalam peny-
usunan kebijakan, terma-
suk pengajuan anggaran
pada tahun mendatang.
DLHK pun telah menyiap-
kan rencana penguatan
sarana dan prasarana bagi
TPS3R yang masih membu-
tuhkan dukungan.

“Pada 2027 kami akan me-
ngusulkan anggaran untuk
kebutuhan seperti hanggar,
mesin pemilah, hingga
conveyor untuk pengangku-
tan. Semua akan kami aju-
kan dalam APBD 2027,”
terangnya. (dik/vga)

9 TPS3R, Siapkan Penguatan Fasi

DIPETAKAN: TPS3R di Sidoarjo yang butuh peng

han sampah.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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sidoarjo (Aksaraindonesia.id) - Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih, mengajak
pemerintah dan masyarakat melihat pengolahan sampah sebagai proses yang membutuhkan
persiapan matang. Menurutnya, rencana pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL)
memang membuka peluang baru, namun tetap perlu langkah terukur agar manfaatnya dapat
dirasakan secara luas.

"PSEL ini menarik sekali, tapi kita perlu duduk bersama untuk merencanakan semuanya,” ujar Abdillah
dengan nada santai saat berkunjung ke Kantor DLHK Sidoarjo, Rabu (29/4/2026).

e Setwan DPRD Jatim Moncer di Tengah

Read Also

DPRD Jatim Nilai Kinerja BUMD
Tertinggal, Pansus Targetkan
Evaluasi Tuntas 6 Bulan

19 JAN 2026

la menekankan pentingnya master plan pengolahan sampah yang jelas. Bagi Abdillah, dokumen
tersebut bukan sekadar rencand teknis, tetapi panduan agar Sidoarjo bisa mengelola sampah
secara berkelanjutan—mulai dari menghitung jumlah sampah harian, kebutuhan anggaran, hingga
bagaimana program zero waste di TPS tetap berjalan berdampingan dengan rencana PSEL

“Kalau semua terukur sejak awal, kita bisa melihat manfaat nyatanya, bukan hanya untuk
pemerintah, tapi juga untuk masyarakat dan lingkungan,” tuturnya.

Kepala DLHK Sidoarjo, Arif Mulyono, turut menjelaskan bahwa adanya PSEL akan membantu
mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir TPA Jabon. Saat ini, ketinggian tumpukan sampah di
lokasi tersebut sudah mencapai sekitar 20 meter. Dengan rencana pengliriman 150 ton sampah per
hari, masa pakai TPA bisa lebih panjang.

Read Also

Gubernur Khofifah Serahkan
Santunan Ahli Waris Keluarga
Korban KMP Tunu di Banyuwangi

12 JUL 2025
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Meninggal, 80 Luka-Luka
la menekankan pentingnya master plan pengolahan sampah yang jelas. Bagi Abdillah, dokumen

Warih Andono Bongkar tersebut bukan sekadar rencana teknis, tetapi panduan agar Sidoarjo bisa mengelola sampah
KendisiDdmkor sidaare: secara berkelanjutan—mulai dari menghitung jumiah sampah harian, kebutuhan anggaran, hingga
Banyak Alat Tak Layak

P bagaimana program zero waste di TPS tetap berjalan berdampingan dengan rencana PSEL

T — “Kalau semua terukur sejak awal, kita bisa melihat manfaat nyatanya, bukan hanya untuk

surabaya Hadirkan pemerintah, tapi juga untuk masyarakat dan lingkungan,” tuturnya.

Keceriaan Ramadan

bersama Anak-Anak Panti Kepala DLHK Sidoarjo, Arif Mulyono, turut menjelaskan bahwa adanya PSEL akan membantu

Asuhan mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir TPA Jabon. Saat ini, ketinggian tumpukan sampah di

lokasi tersebut sudah mencapai sekitar 20 meter. Dengan rencana pengiriman 150 ton sampah per
hari, masa pakai TPA bisa lebih panjang.

Read Also

Gubernur Khofifah Serahkan
Santunan Ahli Waris Keluarga
Korban KMP Tunu di Banyuwangi

12 JUL 2025

“Ini salah satu cara untuk menjaga lingkungan kita tetap nyaman,” ungkap Arif.

la menyampaikan bahwa PSEL direncanakan mulai berjalan pada 2028, sementara DLHK saat ini
masih mematangkan perhitungan biaya operasional dan skema pengiriman sampah ke TPA Benowo
setiap hari.

Dengan perencanaan yang lebih rapi dan kerja sama banyak pihak, pengolahan sampah di Sidoarjo
diharapkan bukan hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga langkah bersama untuk
menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

ABDILLAH NASIH KETUA DPRD KABUPATEN SIDOARJO m m

L

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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sidoarjo (Aksaraindonesia.id) — Kebijakan tarif parkir progresif di RSUD Notopuro Sidoarjo kembali
menuai kritik dalam forum hearing bersama DPRD Sidearjo, Rabu (29/4). Sejumiah peserta menilai
penerapan tarif per jam berpotensi membebani pasien dan keluarga yang harus menunggu dalam
waktu lama di rumah sakit.

Salah satu warga, Ajis, mengaku sistem yang diberlakukan saat ini tidak mencerminkan
keberpihakan terhadap kondisi pasien.

Read Also

Forkopimda dan Pemkab Alor
Matangkan Persiapan Pekan
Wisma Raya | 2025

01QCT 2025

“Mohon benar-benar dievaluasi. Ini layanan kesehatan, bukan area komersial. Keluarga pasien bisa
menunggu berjam-jam,” ujarnya dalam forum tersebut.

Pihak manajemen RSUD Notopuro menjelaskan bahwa penerdapan tarif progresif mengacu pada
sejumiah regulasi, mulai PP No. 23/2005 yang diperbarui menjadi PP No. 74/2012 soal pengelolaan
keuangan BLUD, PP No. 28/2020 mengenai barang milik daerah, hingga Permendagri 79. Kebijakan itu
juga tercantum dalam Perda Sidoarjo No. 4/2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Meski demikian, manajemen menegaskan bahwa aspek kemanusiaan tetap menjadi pertimbangan.
Beberapa pengecualian tarif disiapkan untuk pasien rawat inap, pasien hemodialisa, dan
pengunjung dengan kebutuhan khusus.

Read Also

RAPBD Jatim 2026 Disepakati:
Pendapatan Rp26,3 T, Belanja
Rp27 T, Gunakan SILPA Rp911M

12 NOV 2025
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sidoarjo (Aksaraindonesia.id) — Kebijakan tarif parkir progresif di RSUD Notopuro Sidoarjo kemballi
menuai kritik dalam forum hearing bersama DPRD Sidoarjo, Rabu (29/4). Sejumiah peserta menilai
penerapan tarif per jam berpotensi membebani pasien dan keluarga yang harus menunggu dalam
waktu lama di rumah sakit.

Salah satu warga, Ajis, mengaku sistem yang diberlakukan saat ini tidak mencerminkan
keberpihakan terhadap kondisi pasien.

Read Also

Forkopimda dan Pemkab Alor
Matangkan Persiapan Pekan
Wisma Raya | 2025

010CT 2025

“Mohon benar-benar dievaluasi. Inl layanan kesehatan, bukan area komersial. Keluarga pasien bisa
menunggu berjam-jam,” ujarnya dalam forum tersebut.

Pihak manajemen RSUD Notopuro menjelaskan bahwa penerapan tarif progresif mengacu pada
sejumlah regulasi, mulai PP No. 23/2005 yang diperbarui menjadi PP No. 74/2012 soal pengelolaan
keuangan BLUD, PP No. 28/2020 mengenai barang milik daerah, hingga Permendagri 79. Kebijakan itu
Juga tercantum dalam Perda Sidoarjo No. 4/2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Meski demikian, manajemen menegaskan bahwa aspek kemanusiaan tetap menjadi pertimbangan.
Beberapa pengecualian tarif disiapkan untuk pasien rawat inap, pasien hemodialisa, dan
pengunjung dengan kebutuhan khusus.

Read Also

RAPBD Jatim 2026 Disepakati:
Pendapatan Rp26,3 T, Belanja
Rp27 T, Gunakan SILPA RpS11M

12 NOV 2025

“Ada dispensasi yang kami berikan, terutama untuk pasien dan keluarga yang menjalani perawatan
jangka panjang,” jelas perwakilan manajemen.

Manajemen rumah sakit juga mengungkap adanya penyalahgunaan area parkir oleh pihak yang
tidak berkepentingan, seperti menitipkan kendaraan dalam waktu lama, sehingga mengurangi
kapasitas parkir bagi pasien.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Gus Wawan, menilai bahwa meskipun regulasi mengizinkan
sistem progresif, implementasinya harus tetap sensitif terhadap situasi warga.

“Int layanan publik. Kalau kebijakan justru membebani masyarakat yang sedang kesulitan, perlu dikaji
ulang,” tegasnya.

la menyebut DPRD membuka peluang revisi jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, termasuk
kemungkinan perubahan Perda.

Sorotan keras juga datang dari Ketua Umum JCW, Sigit Imam Basuki. la menilai denda kehilangan
karcis parkir sebesar Rpl5 ribu untuk motor dan Rp30 ribu untuk mobil tidak memiliki dasar hukum
dalam Perda.

“Kalau tidak tertulis dalam regulasi, seharusnya tidak diberlakukan. Fasilitas publik jangan sampai
dikomersialisasi,” ujarnya.

Dalam hearing tersebut, sejumidh catatan disepakati, sepertl perlunya evaluasi tarif progresif,
peningkatan transparansi pengelolaan parkir, serta sosialisasi yang lebih jelas kepada masyarakat
terkait hak dan kewajiban pengguna layanan.

DPRD Sidoarjo memastikan akan mengkaji ulang kebijakan tarif parkir RSUD Notopuro agar lebih
berkeadilan dan tidak menambah beban bagi pasien serta keluarganya.

DPRD KABUPATEN SIDOARJO m m TARIF PARKIR PROGRESIF RSUD NOTOPURO

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo




Langkah Cerdas Wabup Mimik Idayana,Sekali
Gerak Gaet 60 Miliar Dana Perbaikan Untuk
Ribuan Sekolah

dimensin | 28 April 2026, 12:52 pm | 0 comments | 89 views

Your Business

Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Hj Mimik Idayana SAP.

DIMENSINEWS.COM SIDOARJO: Untuk kesekian kalinya,Wakil Bupati
Hj. Mimik Iday S.AP lakukan b cerdas ke pemerintah
pusat.Tak tanggung-tanggung,upaya terobosan yang dilakukan orang

nomor dua Sidoarjo itu berbuah sangat manis,dimana melalui lobi-lobi
politik akhirnya pihak pemerintah pusat tahun ini dipastikan bakal
mengucurkan kembali dana Rp 60 miliar yang kesemua anggaran
tersebut dialokasikan untuk perbaikan sedikitnya 1.100 sekolah SDN
dan SMPN yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Kepastian kucuran dana pusat menopang peningkatan pembangunan
infrastruktur pendidikan ini diungkapkan Wabup Mimik saat
dikonfirmasi fenomena kendisi bangunan sekolah banyak yang rusak,
bahkan mengancam keselamatan siswa. “Ya, memang
memprihatinkan, di Sidoarjo ternyata masih banyak bangunan sekolah
yang rusak dan perlu percepatan perbaikan. Dan alhamdulillah,
pemerintah pusat mendengar permasalahan ini,” katanya, pada Selasa
(28/4/2026) siang.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Sidoarjo bahwa saat ini sebanyak
1.100 sekolah,—mulai SDN hingga SMPN yang rusak, bahkan bisa
mengancam keselamatan siswa dan para guru. Untuk percepatan
perbaikan agar kelangsungan pendidikan nyaman dan aman, tentunya
tidak bisa mengandalkan kekuatan dana APBD semata.
Sehingga salah satu langkah strategis dilakukan Mak Mimik, sapaan
Wabup yang juga menjabat ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo ini
adalah melakukan lobi-lobi ke kementerian terkait. Alhasil, upayanya
tidak sia-sia,—untuk perbaikan bangunan sekolah itu pihak pemerintah
pusat pada anggaran tahun ini telah mengucurkan dana Rp 60 miliar.
“Semula hanya diberi Rp 50 miliar, dan saya minta tambahan karena
begitu banyaknya bangunan sekolah yang perlu direnovasi. Akhirnya
ditambahi Rp 10 miliar, sehingga menjadi Rp 60 miliar,” ujarnya.
Dengan kucuran dana pusat ini, pihaknya berharap perbaikan bangunan
sekolah bisa segera dilakukan karena dinilai begitu urgen untuk

dan | I tan kel gan i belanja siswa.

Dalam perbaikan bangunan sekolah ini juga diharapkan berjalan baik
dan berkualitas.

“Soal pagu berapa besar anggaran untuk perbaikan masing-masing
sekolah tentunya berbeda.Disesuaikan dengan tingkat kerusakan
bangunan yang perlu diperbaiki berdasarkan proposal diajukan pihak
sekolah,” katanya.

“Saya sendiri yang akan mengawasi langsung di lapangan,” tambah
Mak Mimik.

Keberhasilan Wabup Mimik meraih dana pusat untuk percepatan
pembangunan di Sidoarjo pada tahun ini, tentunya bukan kali pertama.
Dia dikenal bekerja tanpa pamrih, dan juga tidak butuh pencitraan,
namun hasilnya nyata yang bermuara untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.

Sebelumnya, lobi-lobinya juga menghasilkan anggaran pusat sebesar
Rp 84 miliar untuk kelanjutan betonisasi jalan lingkar timur Sidoarjo.
Selain itu, untuk menopang program renovasi rumah tidak layak huni
(RTLH) Sidoarjo, Wabup Mimik berhasil mendapatkan suntikan dana
pusat Rp 36 milliar untuk perbaikan 1.200 rumah warga.(Dill)

Posted in Birokrasi
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Abah Usman Beri Perhatian Penuh Kondisi Puskesmas
Urang Agung Sidoarjo

Admin — 29/04/2026
Share

® Read Time: 1 Minute, 8 Second

u SIDOARJO (liputansidoarjo.com)-

Perluasan atau peningkatan kapasitas pelayanan Puskesmas Urang Agung Cemengkalan Sidoarjo menjadi lebih baik, menjadi perhatian serius dari
H.Usman MKes anggota komisi D DPRD Sidoarjo.

Ly

/N

Pasalnya, kondisi lahan Puskesmas Urang Agung yang terbatas, sudah tidak sebanding dengan jumlah pasien yang membutuhkan layanan
kesehatan di Puskesmas utama ini.

Apalagi, Abah Usman sendiri langsung mendapat keluhan dan masukan dari masyarakat Sidoarjo, yang meminta adanya upaya peningkatan sarana
prasara Puskemas Urang Agung, atau jika memungkinkan bisa relokasi ke tempat yang lebih representatif dan luas.

“Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan di Puskesmas Urang Agung ini cukup banyak, sehingga memang mendesak untuk dilakukan
perluasan atau peningkatan kapasitas layanan Puskemas,” ujar Abah Usman saat ditemui dalam hearing bersama seluruh kepala Puskesmas se

Sidoarjo, Rabu (29/4/2026).

Untuk langkah awal mewujudkan keinginan masyarakat ini, Abah Usman bergerak cepat dengan mengajukan anggaran kajian akademis melalui
dana Pokirnya, yang secara tekhnis diserahkan kepada Bappeda Sidoarjo.

“Kita sudah ajukan anggaran untuk jadian akademis ke Bappeda, untuk mengetahui upaya terbaik apa yang mesti dilakukan untuk peningkatan
layanan Puskemas Urang Agung ini. Dan Insyaallah tahun 2026 ini kajian itu akan dilakukan,” ungkap Abah Usman.

Dari kondisi di lapangan, Puskemas Urang Agung Cemengkalan, saat ini berada persis di samping Kelurahan Cemengkalan Sidoarjo, dan berdiri
mepet di tepi jalan raya.

Luas lahan parkirnya pun terbatas, sehingga ada potensi kerawanan lalu lintas bagi pasien yang berobat. (Abidin )

Liputan Sidoarjo.con

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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Komisi B DPRD Sidoarjo Hearing RSUD Notopuro, Soroti
Tarif Parkir Progresif

Eko Puji - Sidoarjo
April 30, 2026

® Komentar soken f 9 € @

SIDOARJO | MMCNEWS — Keluhan masyarakat terkait tarif parkir progresif di RSUD
Notopuro yang ramai diperbincangkan, mendapat perhatian serius dari DPRD Sidodrjo.
Hal ini dibahas dalam forum hearing Komisi B DPRD Sidoarjo yang digelar pada Rabu
(29/4/2026).

Hearing dipimpin oleh Sulamul Hadi Nurmawan, didampingi anggota Muzayin dan
Atok Ashari. Turut hadir Ketua LSM Java Corruption Watch (JCW), perwakilan RSUD
Notopuro, serta sejumlah perwakilan masyarakat.

Sulamul Hadi Nurmawan, yang akrab disapa Gus Wawan, menyampaikan bahwa
meskipun tarif parkir progresif yang diberlakukan saat ini dinilai telah sesuai dengan
peraturan daerah (perda), kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan kondisi
masyarakat.

“Tarif parkir progresif yang berlaku sekarang memang sesuai perda. Namun untuk
layanan publik seperti rumah sakit, jungan sampai memberatkan masyarakat. Jika
terbukti tidak berpihak, maka perda tersebut perlu dikaji ulang atau direvisi,” ujarnya.
Dari pihak RSUD Notopuro, dr. M. Atho'illah menjelaskan bahwa penerapan tarif
progresif telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD), serta Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

la menambahkan, pihak rumah sakit juga telah memberikan kebijakan khusus bagi
pasien tertentu.

“Kami menerapkan tarif khusus dengan skema satu parkir untuk satu pasien,
khususnya bagi pasien rawat inap dan pasien hemodialisa (cuci darah) yang
membutuhkan waktu perawatan cukup lama, sekitar enam jam. Kebijakan ini
diberlakukan melalui mekanisme parkir khusus,” jelas Atho'illah yang menjabat
sebagai Kepala Bagian Perencanaan RSUD Notopuro.

Sementara itu, Ketua JCW Sigit Imam Basuki menyoroti adanya kebijakan denda bagi
pengguna yang kehilangan karcis parkir. Menurutnya, ketentuan tersebut tidak
memiliki dasar hukum yang jelas.

“Denda kehilangan karcis sebesar Rplb ribu untuk sepeda motor dan Rp30 ribu untuk
mobil tidak diatur dalam perda. Jika tidak memiliki dasar hukum, seharusnya tidak
diberlakukan karena berpotensi menjadi pungutan liar,” tegasnya.

Hearing tersebut menghasilkan sejumlah catatan penting. Di antaranya, perlunya
kajian bersama antara DPRD dan pihak eksekutif terkait kemungkinan revisi perda,
evaluasi tarif parkir progresif, peningkatan transparansi pengelolaan parkir, serta
penguatan sosidlisasi kepada masyarakat.

(sis)
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Tarif Parkir Progresif Disorot
Bermotif Bisnis, RSUD RT
Notopuro Berikan Klarifikasi

A

Kasubag Humas RSUD RT Notopuro, Rizqgi Maulana Hadi berikan klarifikasi tarif parkir progresif

Sidoarjo, petisi.co - Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden
Tumenggung (RT) Notopuro akhirnya buka suara terkait tarif parkir progresif yang
dinilai memberatkan keluarga pasien.

Kasubag Humas RSUD RT Notopuro, Rizgi Maulana Hadi memastikan tarif parkir
progresif tempat khusus tersebut sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Daerah
(Perda) Nomor 4 tahun 2025.
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“Sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2025, berlaku tarif parkir tempat atau lokasi
khusus. Untuk motor/R2 Rp 3.000 dan Rp 5.000 mobil/R4. RSUD sebagai bagian dari
penyesuaian regulasi retribusi parkir diterapkan tarif progresif, kelipatan hingga 100%
setiap 4 jam,"” terang Rizgi Maulana Hadi, Senin (27/4/2026).

Rizqi juga meluruskan sorotan publik yang menduga adanya motif kepentingan bisnis
dibalik penerapan tarif parkir progresif. ia menegaskan RSUD merupakan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) atau rumah sakit milik pemerintah. Sehingga
pengelolaan parkir sepenuhnya dijalankan pihak swasta yakni Fabian Duta Rama
(FDR).

“Kami klarifikasi dugaan terkait aspek bisnis di belakang penerapan tarif progresif itu
tidak benar. Sebab kami ini, rumah sakit pemerintah, fokus pada pelayanan pasien
dan hanya menjalankan Perda regulasi parkir. Untuk pengelolaan parkir diserahkan
sepenuhnya ke pihak ketiga,” tekannya.

Rizgi menjamin kendaraan keluarga pasien yang menjalani rawat inap, bisa
mendapatkan tarif parkir khusus. Ketentuan itu berlaku per 3 hari parkir, untuk motor
dikenakan Rp 20.000 dan mobil Rp 30.000.

“Tarif parkir khusus bagi kendaraan pasien yang menjalani rawat ada kok. Tulisan
ketentuan itu bisa dilihat di bagian bawah papan parkir di pintu masuk maupun pintu
keluar,” ucapnya seraya menunjuk papan informasi tarif parkir yang dimaksud.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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Sidoarjo, petisi.co - Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden
Tumenggung (RT) Notopuro akhirnya buka suara terkait tarif parkir progresif yang
dinilai memberatkan keluarga pasien.

Kasubag Humas RSUD RT Notopuro, Rizqi Maulana Hadi memastikan tarif parkir
progresif tempat khusus tersebut sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Daerah
(Perda) Nomor 4 tahun 2025.
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Ketentuan tarif parkir rawat inap RSUD RT Notopuro tercantum pada papan informasi pintu masuk dan

keluar kendaraan
“Sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2025, berlaku tarif parkir tempat atau lokasi
khusus. Untuk motor/R2 Rp 3.000 dan Rp 5.000 mobil/R4. RSUD sebagai bagian dari
penyesuaian regulasi retribusi parkir diterapkan tarif progresif, kelipatan hingga 100%
setiap 4 jam,” terang Rizqi Maulana Hadi, Senin (27/4/2026).

Rizqi juga meluruskan sorotan publik yang menduga adanya motif kepentingan bisnis
dibalik penerapan tarif parkir progresif. ia menegaskan RSUD merupakan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) atau rumah sakit milik pemerintah. Sehingga
pengelolaan parkir sepenuhnya dijalankan pihak swasta yakni Fabian Duta Rama
(FDR).

“Kami klarifikasi dugaan terkait aspek bisnis di belakang penerapan tarif progresif itu
tidak benar. Sebab kami ini, rumah sakit pemerintah, fokus pada pelayanan pasien
dan hanya menjalankan Perda regulasi parkir. Untuk pengelolaan parkir diserahkan
sepenuhnya ke pihak ketiga,” tekannya.

Rizgi menjamin kendaraan keluarga pasien yang menjalani rawat inap, bisa
mendapatkan tarif parkir khusus. Ketentuan itu berlaku per 3 hari parkir, untuk motor
dikenakan Rp 20.000 dan mabil Rp 30.000.

“Tarif parkir khusus bagi kendaraan pasien yang menjalani rawat ada kok. Tulisan
ketentuan itu bisa dilihat di bagian bawah papan parkir di pintu masuk maupun pintu
keluar,” ucapnya seraya menunjuk papan informasi tarif parkir yang dimaksud.

Keluarga pasien bisa mendapatkan tarif parkir khusus rawat inap dengan mengisi
formulir yang telah disediakan di meja petugas pendaftaran. Selain itu, informasi
parkir dengan tarif khusus juga bisa ditanyakan pada penjaga pintu masuk.

“Keluarga pasien tidak perlu ragu dan bingung. Jika memang mau rawat inap, petugas
pendaftaran akan mengarahkan untuk mengisi form parkir tarif khusus. Namun kalau
lupa dan sudah terlanjur masuk kamar perawatan, maka bagian pelayanan tenaga
kesehatan pasti akan mengingatkan dan menanyakan hal itu,” bebernya.

Demikian pula, bagi keluarga pasien rawat jalan yang tengah berobat dengan estimasi
waktu lebih dari 4 jam, pihak rumah sakit akan memberikan kelonggaran tarif. Seperti
pasien yang akan menjalani cuci darah atau Hemodialisis (HD).

“Contoh pasien HD, kita cek ke perawat dibilang 5 jam. Lalu pasien ditanya lamanya
waktu cuci darah dijawab 4 jam. Sedangkan dokternya ngomong butuh waktu 6 jam.
Maka yang seperti ini, kita beri kelonggaran tarif parkir ikut yang 4 jam,” ujarnya.

Rizqi menyebut ketentuan parkir tarif khusus untuk masing-masing pasien rawat inap
hanya diberikan kepada satu kendaraan saja. Selebihnya, kendaraan kedua jika
menginap di parkiran dikenakan tarif progresif.

“Hanya berlaku untuk satu kendaraan saja. Terserah keluarga pasien yang mau
didaftarkan tarif khusus.itu yang mana? apakah motor atau mobil. Tidak boleh
mendaftarkan dua kendaraan. Hanya dibatasi satu saja,” tutupnya memberi
penekanan. (luk)

Ditag @  Bisnis  RSUD RT Notopuro  Tarif Parkir Progresif
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Parkir Dianggap Lahan Bisnis, JCW Wadul DPRD
Sidoarjo Protes Tarif Progresif RSUD RT Notopuro
Bebani Pengunjung
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Sidoarjo (republikjatim.com) - Kebijakan tarif parkir progresif di RSUD RT Notopuro
Sidoarjo menuai gelombang protes keras. Hal ini, karena tarif progresif itu, dinilai
membebani masyarakat yang tengah tertimpa musibah. Terutama bagi keluarga pasien yang
menjalani perawatan di RSUD milik Pemkab Sidoarjo itu.

Karena itu, Ketua Umum Java Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki secara resmi
melayangkan laporan ke Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jumat (24/04/2026) kemarin.
Langkah tegas ini, diambil menyusul banyaknya keluhan dari keluarga pasien yang merasa
"tercekik" dengan skema tarif yang diterapkan di lingkungan rumah sakit milik Pemkab
Sidoarjo itu.

Rabu, 29 Apr 2026 23:11 WIB
232 Desa Masuk Portal Pemetaan, Forkopimda Sidoarjo Sinergi Percepatan
Pembangunan Gerai KDKMP

Berdasarkan data yang dihimpun dilapangan menyebutkan, sistem parkir di RSUD RT
Notopuro Sidoarjo menerapkan kenaikan tarif hingga 100 persen setiap durasi 4 jam.
Rincian tarif yang saat ini berlaku adalah:

*Sepeda Motor: Rp 3.000/ 4 jam
*Mobil: Rp 5.000/ 4 jam
*Bus/Box/Truck: Rp 6.000/ 4 jam

Sigit Imam Basuki mengatakan nilai nominal itu sangat tidak manusiawi. Alasannya,
mengingat RSUD Sidoarjo adalah fasilitas pelayanan publik, bukan ruang untuk mencari
keuntungan komersial (lahan bisnis).

BTV A Y04
‘Cepai. Akurak. Tajam. Faktual dan Terpercaya

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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keuntungan komersial (lahan bisnis).

"Kenaikan tarif sebesar 100 persen setiap 4 jam ini sangat meresahkan. Rumah sakit itu
melayani masyarakat yang lagi susah. Parkir kok dijadikan bisnis! Jangan mencari
keuntungan besar di atas penderitaan (keluarga pasien) masyarakat Sidoarjo," ujar Sigit
Imam Basuki, Selasa (28/04/2026).

Rabu, 29 Apr 2026 22:44 WIB
Sarankan BPD dan ABPEDNAS Dilebur Jadi Satu, Bupati Sidoarjo Dukung
Program Jaga Desa

Menurut Sigit, penerapan tarif progresif ini menjadi preseden buruk bagi citra pelayanan
kesehatan di wilayah Sidoarjo. la menilai adanya indikasi pengelola parkir lebih
mengedepankan profit (keuntungan) dibandingkan fungsi sosial rumah sakit dalam
membantu warga yang sedang menjenguk atau menunggu kerabat yang dirawat di rumah
sakititu.

"Kami (JCW) mendesak pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo untuk tidak tinggal diam
melihat keluhan masyarakat Sidoarjo ini," pinta Sigit yang dikenal aktif mengkritisi kinerja
Pemkab Sidoarjo ini.

Dalam surat yang dilayangkan ke DPRD Sidoarjo, lanjut Sigit terdapat beberapa poin
tuntutan yang diajukan. Diantaranya Inspeksi Mendadak (Sidak). Yakni meminta pimpinan
dan anggota dewan (DPRD Sidoarjo) segera turun ke lapangan untuk mengecek fakta di
lapangan dan mendengarkan langsung keluhan warga di lokasi.

Rabu, 29 Apr 2026 19:21 WIB
W Tarif Parkir RSUD Notopuro Sidoarjo Naik Tiap 4 Jam Diprotes, Dewan
Warning Jangan Komersialkan Layanan Publik

Selain itu harus ada evaluasi regulasi. Yakni melakukan peninjauan kembali terhadap
Peraturan Daerah (Perda) Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2025. Jika regulasi itu terbukti merugikan
masyarakat, JCW mendesak agar segera direvisi.

Kejadian harus ada transparansi pengelolaan. Yakni memastikan pengelola parkir tidak
melakukan praktik bisnis yang membebani masyarakat di ruang fasilitas publik.

"Kami meminta DPRD Sidoarjo segera menindaklanjuti laporan kami. Jangan sampai regulasi
yang ada justru menjadi alat untuk membebani warga yang sudah susah karena sedang
berurusan dengan kesehatan," tandas Sigit.

Sementara hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen
RSUD RT Notopuro maupun pihak terkait mengenai kebijakan tarif parkir yang sedang
menjadi sorotan publik ini. Begitu pula dari pihak ketiga sebagai pemenang tender
pengelolaan Parkir RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Hel/Waw

Editor : Redaksi

neewothniullim!
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HOME METROPOLIS POLITIK EKBIS HUKRIM PERISTIWA ADVERTORIAL PROFILE KULINER GAYAHIDUP PEMERINTAHAN PENDIDIKAN

ntuk Kebaikan KotaDelta m Sk 1al Tanah di Suk jo, Kej: lan Per Terlapor hingga Dugaan Keterlibatan Perangkat Desa ®  Bupati Sidoarjo:

Proyek Strategis Pembangunan Frontage Road Mati
Suri, Tahun 2025 Hanya Bisa Tuntaskan 10 Meter

'/’E;' Republikjatim.Com @

"2/ Selasa, 28 Apr 2026 13:04 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Ambisi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam
mengurai benang kusut kemacetan melalui mega proyek Frontage Road (FR), kini tengah
berada di titik nadir. Bukannya tancap gas, proyek strategis yang digawangi Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo ini, justru terlihat
"mati suri" sepanjang Tahun 2025.

Berdasarkan data yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Bupati Sidoarjo, capaian pembangunan Tahun 2025 menjadi rapor merah paling buruk
dalam lima tahun terakhir. Dari target sepanjang 700 meter yang dicanangkan, dinas terkait
hanya mampu menyelesaikan 10 meter saja. Angka yang tergolong ironis dan jauh dari
ekspektasi publik di Kota Delta.

Rabu, 29 Apr 2026 23:11 WIB
232 Desa Masuk Portal Pemetaan, Forkopimda Sidoarjo Sinergi Percepatan
Pembangunan Gerai KDKMP

Jika menilik rekam jejak pembangunan sejak Tahun 2021, Frontage Road sejatinya sempat
menunjukkan geliat positif. Puncaknya, terjadi pada Tahun 2022, di mana pembangunan
mampu menyentuh angka 3.003,9 meter. Namun, setelah sempat fluktuatif di Tahun 2023
(1.093 meter) dan di Tahun 2024 (2.391 meter). Sedangkan capaian di Tahun 2025 justru
anjlok drastis hingga menyentuh angka hampir nol.

Rekam Jejak Pembangunan Frontage Road (2021-2025):

Tahun Capaian (Meter)
2021 1.290

2022 3.003,9

17N 1 N\Q2

EPRTATEA

‘Cepai. Akurat. Tajam. Faktual dan Terpercaya

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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i Kota Delta Masuk Sekolah Negeri m Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tolak Pembelaan Sugiri, Sidang Korupsi Proyek di RSUD Ponarogo Dilanjut Pembukti

2023 1.093
2024 il
2025 10

Total 1.778,9

Melihat kondisi yang memprihatinkan itu, Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat
langsung melayangkan kritik tajam. Menurutnya, kegagalan realisasi target ini adalah sinyal
ada mekanisme kerja yang macet di tubuh Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo.

"Kalau melihat tren sebelumnya, capaian bisa ribuan meter per tahun. Tapi di 2025 hanya 10
meter. Ini jelas ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalan kinerjanya Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang menanganinya," ujar politisi senior PDI Perjuangan yang akrab
disapa Abah Dayat dengan nada geram, Selasa (28/04/2026).

Rabu, 29 Apr 2026 22:44 WIB

Sarankan BPD dan ABPEDNAS Dilebur Jadi Satu, Bupati Sidoarjo Dukung
Program Jaga Desa

Lebih jauh, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo ini menuntut transparansi penuh
dari dinas terkait. la mendesak agar kendala di balik mandeknya proyek (FR) ini bisa segera
dibedah. Apakah persoalan klasik pembebasan lahan, perencanaan yang tidak matang atau
justru karena hambatan teknis lainnya.

"Harus dibuka apa saja masalahnya. Jangan sampai target hanya jadi angka di atas kertas
saja. Sementara masyarakat terus dirugikan kemacetan yang kian menjadi-jadi di wilayah
Buduran, Gedangan hingga Waru," ungkapnya.

Rabu, 29 Apr 2026 19:21 WIB

Tarif Parkir RSUD Notopuro Sidoarjo Naik Tiap 4 Jam Diprotes, Dewan
Warning Jangan Komersialkan Layanan Publik

Frontage road sejatinya diproyeksikan sebagai nadi baru lalu lintas Sidoarjo yang kini
semakin padat. Ketidakseriusan Pemkab Sidoarjo dalam penyelesaian proyek ini, °

neewothniullim!
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wrsen Anak Buruh di Kota Delta Masuk Sekolah Negeri ®  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tolak Pembelaan Sugiri, Sidang Korupsi Proyek di RSUD Ponorogo
Buduran, Gedangan hingga Waru," ungkapnya.

BN Rabu, 29 Apr 2026 19:21 WIB
s !.3-"- Tarif Parkir RSUD Notopuro Sidoarjo Naik Tiap 4 Jam Diprotes, Dewan
4 Warning Jangan Komersialkan Layanan Publik

Frontage road sejatinya diproyeksikan sebagai nadi baru lalu lintas Sidoarjo yang kini
semakin padat. Ketidakseriusan Pemkab Sidoarjo dalam penyelesaian proyek ini,
dikhawatirkan akan memicu kemacetan permanen yang merugikan warga.

"Kami (Komisi C DPRD Sidoarjo) bakal terus mengawal ketat kinerja OPD terkait agar
kejadian serupa tidak terulang lagi. Harapannya, perencanaan ke depan tidak hanya
mengejar target tinggi di atas kertas saja. Akan tetapi harus realistis, terukur dan benar-
benar berdampak bagi masyarakat Sidoarjo," tegasnya.

Kini, bola panas ada di tangan Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo. Publik menanti
langkah konkret dari pemerintah daerah, apakah ini akhir dari mimpi kemudahan akses jalan
atau justru hanya batu sandungan yang akan segera dibenahi proses dan langkahnya.
Ary/Waw

Editor: Redaksi
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Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



